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Abstract
This thesis discusses The Role of Corporation in achieving SDGs program in Indonesia (Case Study
implematation CSR of PT. Kideco Jaya Agung in Education progam at Paser Regency — East Kalimantan
Province).This Research uses descriptive qualitative approach with case study research. Collecting data
in this Research using in-depth interviews and observation. The Results of this research concluded that the
role of corporations in the implementation of CSR programs in education made a positive contribution to
improving the quality of education in the surrounding area and in particular the company's operational
and Paser regency in general. Thus, CSR activities in the field of education conducted by PT. Kideco Jaya
Agung to contribute to the achievement of SDGs program in Indonesia
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Abstrak
Peran Korporasi Dalam Pencapaian Program SDGs di Indonesia (Studi Kasus Pelaksanaan CSR PT. Kideco
Jaya Agung di Bidang Pendidikan, di Kabupaten Paser — Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran
korporasi dalam pelaksanaan program CSR di bidang pendidikan memberi kontribusi yang positif dalam
meningkatkan kualitas pendidikan di sekitar wilayah operasional perusahaan khususnya dan di kabupaten
Paser pada umumnya. Dengan demikian, kegiatan CSR di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh PT.
Kideco Jaya Agung memberi kontribusi pada pencapain tujuan SDGs di Indonesia.
Kata Kunci:
Kemiskinan, CSR, SDGs dan Pendidikan
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PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan sampai saat ini,
merupakan masalah global yang hampir
dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama
bagi negara-negara yang sedang berkembang.
Saat ini masyarakat yang masuk katagori
miskin absolut di dunia berjumlah 1,3 milyar
dan 70% diantaranya adalah kaum perempuan
(http://m.merdeka.com/politik). Oleh sebab
itu, tidaklah mengherankan apabila masalah
kemiskinan ini merupakan target pertama dari
17 tujuan pembangunan milinium (Sustainable
Development Goals). SDGs adalah sebuah
kesepakatan global, yang ditandatangani oleh
193 negara anggota PBB dalam sebuah
Konferensi Tingkat Tinggi pada bulan
September 2015, yang selanjutnya dilegalkan
dalam sebuah resolusi Majelis Umum PBB
tanggal 25 September 2015 tentang Deklarasi
Milinium PBB di New York.

Terdapat 17 poin yang hendak dicapai
dalam SDGs ini sampai tahun 2030 yang
akang datang, vyaitu: (1) Penghapusan
Kemiskinan, (2) Penghapusan Kelaparan;, (3).
Kesehatan dan Kesejahteraan, (4) Pendidikan
Berkualitas, (5) Kesetaraan Jender (6) Air
Bersih dan Sanitasi, (7). Energi Bersih dan
Terjangkau (8). Pertumbuhan Ekonomi dan
Pekerjaan yang Layak, (9). Infrastruktur
Tangguh, Industri Inklusif dan Inovatif, (10).
Penurunan Kesenjangan (11). Kota Inklusif
dan Berkelanjutan (12). Konsumsi dan
Produksi Berkelanjutan (13). Perubahan Iklim
dan Pengurangan Resiko Bencana (14).
Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan
Ekosistem Laut (15). Pelestarian dan
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
(16). Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
yang Kokoh (17). Kemitraan untuk Semua
Tujuan Pembangunan (Bappenas, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara
yang ikut menandatangi deklarasi SDGs dan

memiliki keinginan politik (potical will) cukup
kuat untuk menanggulangi ke 17 masalah
tersebut, yang umumnya memang masih
dihadapi oleh negara-negara berkembang.
Namun demikian di kawasan Asia Tenggara,
Indonesia dipandang sebagai negara terburuk
dalam menanggulangi kemiskinan
(Budiantoro, 2011, h. 1).

Masalah  kemiskinan sangat erat
kaitannya dengan kondisi pendidikan. Oleh
sebab itu, salah satu upaya untuk
menanggulangi masalah kemiskinan adalah
dengan memperbaiki serta memperluas
kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia
melalui  pendidikan. Dengan  semakin
meningkatnya kapasitas dan kapabilitas
Sumber Daya Manusia, maka diharapkan
kesejahteraan masyarakat akan semakin
meningkat pula (Indahri, 2009, h. 135).

Pendidikan merupakan salah satu kunci
utama untuk  menanggulangi  masalah
kemiskinan dalam jangka menengah dan
jangka panjang, mengingat pendidikan dapat
berperan sebagai driving force (daya
pendobrak) dimana dimungkinan terjadinya
transformasi sosial dan ekonomi kearah yang
lebih baik. Oleh sebab itu dalam konteks
pencapaian SDGs di bidang pendidikan,
tidaklah mengherankan apabila Indonesia
memiliki target wajib belajar sembilan tahun

sampai  tahun  2030. Dalam upaya
menanggulangi masalah kemiskinan,
pemerintah telah mengeluarkan Instruksi

Presiden (Impres) Nomor 4 Tahun 2022
tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem merupakan langkah percepatan
pemberantasan  kemiskinan  ekstrem  di
Indonesia yang ditargetkan tuntas pada 2024
mendatang dengan target menurunkan angka
kemiskinan hingga 8-10% pada akhir tahun
2024. (Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K, 2022).
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Garis kemiskinan yang dipakai di
Indonesia dinilai masih sangat konservatif,
sehingga banyak dari masyarakat yang berada
sedikit di atas garis kemiskinan, yang pada
akhirnya sangat rentan terhadap perubahan
ekonomi. Jumlahnya bisa bertambah cepat.
Hal ini terbukti ketika sebelum krisis moneter
tahun 1997 terjadi, tahun 1996 jumlah orang
miskin tercatat hanya 11,3%, tetapi meningkat
menjadi  24,2% setelah terjadinya Kkrisis
ekonomi yang berkepanjangan
(Sumodiningrat, 2005, h. 2).

Apabila menggunakan standar
pendapatan per kapita US $ 1.5, maka saat ini
angka kemiskinan di Indonesia diperkirakan
mencapai 14% dari total penduduk 235 juta
jiwa. Angka ini akan bertambah menjadi lebih
50%, jika kita menggunakan standar Bank
Dunia dan SDGs Plus yang menetapkan
pendapatan per kapita US$ 2. Target angka
kemiskinan tahun 2013 ini berdasarkan
Undang-Undang APBNP adalah 10,5-11,5 %
dan tingkat pengangguran berkisar 6,0-6,4%
(“Kemiskinan Jadi” , 2013, par. 4). Sudah
barang tentu kondisi seperti ini merupakan
sebuah tantangan tersendiri dan memerlukan
kerjasama serta sinergitas dengan berbagai
pihak. Kondisi seperti ini sudah tentu akan
memberi implikasi tersendiri pada sektor
pendidikan.

Semakin tinggi angka kemiskinan,
maka akses masyarakat terhadap pendidikan
menjadi rendah. Pada dunia pendidikan faktor
sarana dan prasarana penujang menjadi
kompenen penting. Apabila sarana ruang kelas
saja masih belum memadai, maka akan sangat
sulit untuk menyediakan fasiliatas lainnya
sebagai penjang. Pada tahun 2009, kondisi
ruang kelas terburuk dialami oleh tingkatan
pendidikan sekolah dasar dimana 44.84%
ruang kelasnya dalam kondisi rusak, 20.14%
ruang kelas SMP dan 11.13% ruang kelas
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SMA dalam kondisi rusak, baik rusak ringan
maupun rusak berat. Oleh sebab itu, walaupun
pemerintah telah mencanangkan wajib belajar
9 tahun maka tidaklah mengherankan apabila
sampai tahun 2011 lalu, tercatat masih ada
sekitar 465.000 siswa SD yang putus sekolah
dan yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP
mencapai sekitar 229.000 anak (“Pendidikan
Dasar Masih Menjadi Masalah Dunia”, 2012,
par. 6).

Posisi Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dari waktu ke waktu juga masih
memprihatinkan. Menurut laporan
Pembangunan Manusia (Human Development
Report/HDR) yang dikeluarkan oleh UNDP,
menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan
Manusia (Human Developmen Indeks/HDI)
Indonesia pada tahun 2006 masih berada di
posisi ke-106. Kemudian di tahun 2008 turun
di posisi ke-107 dan pada tahun 2009, turun
kembali menjadi posisi ke-111. Angka ini
berarti tidak banyak mengalami perubahan,
bila melihat data yang dikeluarkan tahun 2010
dimana IPM Indonesia masih berada di posisi
ke 108 dari 169 negara. Ini berarti dikalangan
negara Asean sendiri posisi Indonesia hanya
menempati urutan  ke-6, sedikit dibawah
Vietnam (105). Kondisi ini sudah barang tentu
masih sangat jauh dari harapan apabila di
bandingkan dengan Singapura (25), Brunai
Darussalam (30), Malaysia (63), Thailand (78)
serta Filipina yang menempati posisi ke-90
(Adriana Venny, 2010, h. 13).

Pada laporan terakhir yang dirilis
UNDP, tahun 2011 IPM Indonesia turun dratis
diperingkat 124 dari 187 negara. Dengan posisi
seperti ini, di kawasan ASEAN saja, Indonesia
hanya sedikit di atas Laos, Kamboja dan
Myanmar. Sedangkan di peringkat negara Asia
Tenggara, Singapura masih menempati tempat
teratas (26), Brunai (33), Malaysia (61),
Thailand (103) dan Philipina yang menempai
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urutan ke 112 (“Pembangunan Manusia
Indonesia tidak serius”Media Indonesia, 2011,
par 4). Merosotnya peringkat IPM Indonesia
ini, salah satu faktor penyebabnya adalah
karena daerah sangat malas mengalokasikan
investasi dana bagi program pembangunan
manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan
pemberdayaan ekonomi (Mohammad

Mulyadi, 2011, h. 67). Padahal peran dan

keterlibatan  pemerintah  daerah  dalam
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,
termasuk di bidang pendidikan telah

diamanatkan dalam berbagai Undang-Undang
termasuk dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional.

Disisi lain, pelaksanan Otonomi Daerah
sebagai bentuk adanya partisipasi
pembangunan dari bawah (button up) melalui
pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah yang diperbarui dengan UU
No. 32 Tahun 2004 maupun UU No. 25 tahun
1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah yang diperbarui dengan UU No. 33
Tahun 2004, juga dirasakan masih jauh dari
harapan. Padahal pada hakekatnya, penerapan
otonomi daerah atau desentralisasi ini,
dimaksudkan untuk mempercepat proses
pembangunan serta memicu pertumbuhan
ekonomi  lokal  sehingga  pemerataan
kesejahteraan dan pendidikan dapat dirasakan
oleh masyarakat. Pelaksanaan UU Sistem
Pendidikan Nasional, yang mengisyaratkan
adanya peran pemerintah daerah yang pro
aktif dalam upaya perbaikan pendidikan di
daerah, juga masih jauh dari harapan.
Pengaruh globalisasi juga banyak membawa
perubahan di Indonesia, termasuk dalam dunia
pendidikan.

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini
telah mengalami pergeseran, mulai dari
filosofi, metodologi pengajaran dan materi
pengajaran itu sendiri. Globalisasi telah

menyatukan dunia dalam berbagai bidang,
bentuk dan kepentingan, dimana nilai-nilai
universal semakin menguat dan memberi
warna sendiri. Pengaruh global juga memberi
pengaruh yang cukup signifikan dalam dunia
usaha, baik dalam konteks nasional maupun
multinasional (Multinasional National
Corporations/MNCs). Dunia usaha dituntut
untuk semakin peka dan peduli terhadap
berbagai isu yang menyangkut prinsip-prinsip
keberlanjutan (sustanable), pemberdayaan
(empowerment) dan kesejahteraan
(prosperity). Disinilah peran CSR (Corporate
Sosial Responcibility) diperlukan sebagai
instrumen yang dapat membantu pemerintah
dalam  menjalankan kewajibannya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan  korporasi, baik yang
berbasis Penanaman Modal Asing (PMA),
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
maupun gabungan keduanya (join venture),
memiliki peranan yang cukup signifikan dalam
upaya membantu program-program
pemerintah diberbagai bidang termasuk dalam
dunia  pendidikan. Hal ini  sangat
dimungkinkan, mengingat pemerintah
memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga
diperlukan peran aktif pihak lain, termasuk
sektor swasta untuk membantu menjalankan
program-program pemerintah pusat maupun
daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan CSR
ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU
No. 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas
serta UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga UU
tersebut, pada intinya adalah mengatur
kewajiban, PMA, PMDN maupun Perseroan
Terbatas, untuk melaksanakan tanggung jawab
sosialnya, dimana sebagian dari keuntungan
korporasi harus disisihkan untuk membantu
masyarakat.
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METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Karena bertujuan untuk mendeskripsikan
proses pelaksanaan program CSR pendidikan
PT. Kideco Jaya Agung, khususnya berkaitan
dengan pencapaian tujuan SDGs melalui
bidang pendidikan sekaligus melihat faktor
pendukung dan penghambat pelaksanaaan
program CSR pendidikan di Kabupaten Paser.
Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller
sebagaimana yang dikutip oleh Moleong
(2006, h. 3) merupakan jenis penelitian
kualitatif yang merupakan tradisi tertentu
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara
fundamental bergantung pada pengamatan
manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungan dengan orang tersebut dalam
bahasannya dan peristilahannya.

Selanjutnya dalam pendekatan kualitatif
ini, dilakukan pengamatan guna memperoleh

informasi  mendalam  mengenai  proses
pelaksanaan program CSR di bidang
pendidikan termasuk faktor-faktor yang

mempengaruhi proses pelaksanaan program
terutama faktor pendukung dan penghambat
pelaksanaan  program  CSR  dibidang
pendidikan oleh PT. Kideco Jaya Agung. Hal
ini sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor
yang dikutip oleh Moleong (2006, h. 3),
mendefinisikan penelitian kualitatif adalah
sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Penelitian
kualitatif itu berakar pada latar alamiah
sebagai keutuhan, mengandalkan manusia
sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode
kualitatif, mengandalkan analisis data secara
induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya
pada usaha menemukan teori dari-dasar,
bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses
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dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus,
memiliki  seperangkat  kriteria  untuk
memeriksa keabsahan data, rancangan
penelitiannya bersifat sementara, dan hasil
penelitiannya disepakati oleh kedua belah
pihak peneliti dan subjek penelitian.
(Moleong, 2006, h. 27) sebagai bukti dari
keterbatasan prinsip generalizabilitas (sifat
dapat digeneralisasi). Selanjutnya dikatakan
bahwa, studi kasus juga bisa menjadi
pendekatan  keilmuaan untuk mengkaji
kebijakan publik dan refleksi tentang
pengalaman manusia. Pengalaman  tak
langsung merupakan dasar penting untuk
menentukan perencanaan aksi dan harapan-
harapan yang hendak dicapai. (Denzin and
Lincolm, 2009, h. 313).

Penelitian ini  menngunakan teknik
purposive sampling (sampel bertujuan) dengan
jumlah responden, yaitu 1 orang dari dinas
dispora setempat, 4 orang dari pihak
manajemen  PT.Kideco yang meliputi
manager, penanggung jawab CSR pendidikan,
penanggung jawab  perpustakaan  dan
pengelola program SDP. 3 orang tokoh adat
maupun tokoh  masyarakat,termasuk  di
dalamnya kepala desa dan sekretaris desa, 5
orang guru penerima program, 2 kepala/wakil
kepala sekolah, 5 orang siswa penerima
program serta 2 anggota masyarakat penerima
program. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui studi literatur dan
dokumentasi,wawancara mendalam (deep
interview), serta observasi dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program CSR
Pendidikan
Implementasi CSR  dibidang

pendidikan yang dilakukan oleh PT. Kideco
Jaya Agung, pada hakekatnya tidak dapat
dilepaskan  dari  keinginan  manajeman
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perusahaan untuk membangun dukungan dari
masyarakat setempat bagi kelangsungan
operasional perusahaan. Oleh sebab itu,
manajemen perusahaan, khususnya divisi CSR
berupaya semaksimal  mungkin  untuk
menciptakan program-program yang
bermanfaat dan melibatkan masyarakat
setempat. Kebijakan semacam ini sudah
barang tidak salah, bahkan harus mendapatkan
dukungan semua pihak, mengingat dalam
kontek teori triple button line, disamping
tujuan dari perusahaan adalah mencapai profit
yang semaksimal mungkin, ia juga harus
memperhatikan ekologi (planet) dan aspek
sosial (people) demi eksisitensi perusahaan itu
sendiri.

Pada hakekatnya, dalam melaksanakan
program CSR pendidikan PT. Kideco Jaya
Agung, berdasarkan sifatnya dapat di
kelompokkan ke dalam dua katagori, yaitu
program regular dan program non regular.
Program regular adalah program-program
yang secara periodik dirancang dan dilakukan
oleh divisi CSR pendidikan sendiri. Sedangkan
program non reguler lebih mengarah pada
pelaksanaan program yang bersifat tentatif
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tertentu dan umumnya dilakukan oleh pihak
ketiga (outsourching). Dari sisi pembiayaan,
baik program reguler maupun program non
reguler, tetap berasal dari alokasi anggaran
devisi CSR Pendidikan. Program-program
CSR PT. Kideco Jaya Agung di bidang
pendidikan adalah *

1. Program Pelatihan Guru (Reguler)

Salah satu bentuk kepedulian CSR
pendidikan Kideco dalam konteks peningkatan
kualitas pendidikan adalah dengan melakukan
berbagai bentuk pelatihan bagi guru-guru dari
tingkat TK/PAUD sampai ke tingkat SLTA.
Program ini direncanakan dan ditangani secara
langsung oleh divisi CSR pendidikan Kideco

melalui berbagai bentuk pelatihan yang
mengarah pada peningkatan kualitas guru
dalam mengajar, dengan mengedepankan
model pedagogy. Model Pedagogy pada
dasarnya adalah sebuah metode pembelajaran
yang mengarah pada komunikasi dua arah,
antara pendidik dan yang di didik. Dengan kata
lain, dalam model pendidikan ini, prinsip
dialog dua arah dan partisipasi aktif dari anak
didik menjadi landasan utama dalam
menerapkan proses belajar-mengajar.

Pada program regular yang langsung
ditangani oleh divisi CSR pendidikan sendiri.
Mencakup lima wilayah kecamatan yang
menjadi basis utama intervensi, baik untuk
tingkat guru TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs
mapun SLTA/MA. Namun semenjak program
SDP  (School  Development  Program)
dilaksanakan pada akhir 2011 dengan
menggandeng “pihak ketiga”, maka devisi
CSR pendidikan Kideco, lebih memfokuskan
pelatihan hanya pada guru-guru TK/PAUD di
kecamatan intervensi plus pelatihan guru
SD/MI, SMP/MTs dan SLTA/MA di dua
kecamatan, yaitu kecamatan Tanah Grogot
dan Muara Komam dimana program SDP tidak
beroperasi. Kebijakan ini, diambil agar tidak
terjadi tumpang tindih program termasuk
wilayah kerja dan kelompok sasaran, antara
program pelatihan guru yang dilaksanakan
langsung secara reguler oleh devisi CSR
pendidikan dengan program SDP yang lebih
bersifat non reguler.
2. Program  SDP

Program)

Program SDP dapat dikatakan sebagai
program non regular andalan dari divisi CSR
PT. Kideco Jaya Agung di bidang Pendidikan
saat ini. Program SDP ini, secara resmi telah
dimulai pada tahun 2011, terutama untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di tiga
wilayah kecamatan, yaitu : kecamatan Muara
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(School  Development
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Samu, kecamatan Kuaro dan kecamatan Batu
Sopang. Untuk pelaksanaan di lapangan, CSR
devisi pendidikan menyerahkan program ini
kepada pihak ketiga yaitu
Education”, sehingga peran devisi CSR
pendidikan dalam konteks ini, lebih mengarah
pada pendampingan dan monitoring.

Program SDP ini tidak jauh berbeda
dengan program pelatihan guru yang secara
regular telah di lakukan oleh devisi CSR
pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas
pendidikan di kabupaten Paser. Namun
demikian sebagai program yang dirancang
secara khusus, maka program SDP memiliki
sasaran dan strategi tersendiri yang lebih
kompleks dan luas. Dari sisi sasaran, program
ini memiliki dua sasaran pokok, yaitu, pertama
meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan
anak didik, kedua mewujudkan pola kemitraan
dengan masyarakat dan pemerintah.

Untuk mencapai sasaran pertama,
peningkatan kapasitas guru dilakukan melalui
program pengimbasan KKG ( Kelompok Kerja
Guru) untuk tingkat SD dan MGMP
(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) untuk
tingkat SLTA. Peningkatan kapasitas sekolah
dilakukan dengan jalan memberikan pelatihan
dan seminar bagi kepala-kepala sekolah yang
berujung pada peningkatan kapasitas dan
kapabilitas kepala sekolah, baik secara
individu maupun sebagai pemimpin sebuah
institusi. Untuk mencapai sasaran yang kedua
dalam mewujudkan pola kemitraan dengan
masyarakat dan pemerintah, melalui program
SDP ini, ditempuh dengan meningkatkan
peran komite sekolah dan peranan orang tua
murid, serta memperkuat rensta pendidikan
dan peran pengawas.

3. Yayasan Bina Bersama Kideco (YBBK)

Yayasan Bina Bersama Kideco
(YBBK), merupakan sebuah yayasan yang
secara khusus didirikan oleh manajemen CSR
122

“Provisi

pendidikan  Kideco untuk  mendorong
partisipasi belajar pada anak-anak usia dini
maupun membantu peningkatan ketrampilan
masyarakat secara umum (trainning center).
Keberadaan Yayasan Bina Bersama Kideco
(YBBK) yang didirikan tahun 2005 dan
berlokasi di Batu Kajang ini, memberi andil
tersendiri dan dirasakan sangat membantu
masyarakat di sekitar perusahaan.
4. Perpustakaan Keliling dan Reading Corner
a. Perpustakaan Keliling

Unit perpustakaan keliling telah dimulai
pada tahun 2010 dengan menyediakan pada
awanya, satu unit mobil perpustakaan yang
melayani 24 sekolah secara berkala di
kabupten Paser, terutama di lima wilayah
kecamatan, yaitu Batu Sopang, Muara Samu,
Muara Komam Kuaro dan Tanah Grogot. Pada
tahun 2011 ada penambahan satu unit
kendaraan perpustakaan keliling, sehingga
sampai tahun 2012, jumlah sekolah yang dapat
dilayani dan dikunjungi secara periodik
bertambah menjadi 49 sekolah dari tingkat SD
sampai SLTA. Perpustakaan keliling ini pada
hakekatnya merupakan wujud kongkrit peran
perusahaan dalam menuntaskan wajib belajar
9 tahun yang hendak di capai pemerintah
sampai tahun 2015. Disamping itu keberadaan
unit ini, juga mencerminkan  peran
swasta/korporasi dalam memberantas buta
aksara, terutama di daerah-daerah terpencil.
b. Reading Corner

Program  Reading Corner pada
hakekatnya merupakan program tambahan
yang secara tidak langsung berada dibawah
pengawasan PIC Perpustakaan Keliling.
Program ini, pada dasarnya bertujuan untuk
mendorong tumbuhnya gerakan gemar
membaca di kalangan masyarakat umum,
dengan harapan adanya peningkatan kualitas
ilmu pengetahuan masyarakat yang pada
akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM
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masyarakat setempat. Dalam program reading
corner ini, jumlah buku yang tersebar di 16
titik berjumlah 1.300 buah buku dari berbagai
jenis pengetahuan, dimana jenis buku-buku
tersebut bersifat lebih umum untuk semua
kalangan dan usia, sehingga dapat diakses oleh
siapa saja yang berminat untuk membacanya.
Dilihat dari akses manfaat, secara statistik
memang belum tercatat dengan baik
mengingat filosofi utama dari reading corner
hanya bersifat sebagai motivator untuk
meningkatkan minat baca masyarakat secara
umum.
5. Progam Bantuan Dana Pendidikan dan
Hadiah Siswa Berprestasi
a. Program Bantuan Pendidikan

Program bantuan sekolah di lakukan
secara regular dan langsung dikelola dibawah
devisi CSR pendidikan PT. Kideco Jaya
Agung. Program ini bersifat periodik dengan
tidak membeda-bedakan prestasi anak didik
dan diberikan dari tingkat taman Kanak-kanak
(TK) sampai Perguruan Tinggi (PT), terutama
bagi mereka yang tinggal di wilayah yang
masuk katagori Ring 1 (satu) dan Ring 2 (dua).
Diluar kedua ring utama tersebut, program
bantuan pendidikan lebih bersifat insidental.
b. Hadiah siswa berprestasi

Untuk mendorong prestasi siswa di
sekolah-sekolah binaan PT. Kideco yang saat
ini berjumlah 76 sekolah dari tingkat SD
sampai SLTA, maka devisi CSR pendidikan
juga memberikan hadiah kepada siswa-siswa
yang berprestasi di masing-masing kelas.
Mereka yang akan mendapatkan hadiah adalah
para siswa/siswi yang dapat meraih rangking
satu sampai tiga di kelasnya masing-masing.
Program ini telah dimulai tahun 2010 sebagai
bagian integral  dari  strategi  untuk
meningkatkan prestasi para siswa. Dengan
pemberian hadiah ini, diharapkan prestasi anak
didik akan semakin meningkat, sehingga pada

akhirnya kualitas pendidikan juga mengalami
peningkatan. Jumlah pemetik manfaat dari
program yang ditunjukan untuk merangsang
peningkatan prestasi para siswa, sampai 2012
tidak kurang mencapai 2.713 siswa.
6. Program Sarana dan Prasarana Sekolah
Program pembanguan sarana dan
prasarana sekolah yang dilaksanakan devisi
CSR pendidikan PT. Kideco pada intinya
adalah adanya keinginan yang kuat untuk
membantu menyediakan fasilitas fisik maupun
sarana sekolah yang lebih memadai bagi anak
didik yang ada di kabupaten Paser. Salah satu
faktor yang melatar belakangi kelahiran
program ini adalah masih banyaknya sarana
dan prasarana pendidikan, yang kurang
memadai sehingga pada akhirnya dapat
mempengaruhi kualitas pendidikan secara
umum. Oleh sebab itu, tujuan utama dari
program ini adalah membantu pemerintah
dalam menyediakan sarana dan prasarana yang
memadai bagi proses belajar dan mengajar di
sekolah-sekolah.

KESIMPULAN
Implementasi program CSR yang telah
dilakukan oleh PT. Kideco Jaya Agung pada
dasarnya memberikan kontribusi besar pada
pembangunan sosial. Hakikat yang ingin
dibangun oleh perusahaan adalah bahwa
keberadaannya perusahaan berserta
aktivitasnya harus dapat memberikan manfaat
terutama bagi masyarakat sekitarnya. Selain
itu, program-program yang telah dirintis dan
dilakukan berupaya untuk mendongkrak
liabilitas dan akuntabilitas kinerja perusahaan
guna berpartisipasi dalam pembangunan
manusia melalui bentuk program pendidikan.
Pada tataran konsepnya, praktek CSR yang
dibangun oleh PT. Kideco Jaya Agung telah
masuk dalam 3 aspek pembangunan yang
berkelanjutan sebagaimana yang masuk dalam
123
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konsep yang jelakan oleh Elkinston. Menurut
Elkinstone bahwa konsep CSR harus merujuk
pada 3 bidang yang disebut dengan Triple
Botton Line, yaitu: Profit, people and planet.
Ketiga konsep ini pada hakikatnya merupakan
pendekatan jalan tengah untuk menjembatani
antara kepentingan bisnis yang mengharuskan
mengedepankan profit dan kepentingan
memberi manfaat kepada masyarakat (people)
serta keharusan untuk menjaga lingkungan
(planet) sebagai dimensi yang saling terkait
dan saling mempengaruhi dalam upaya
mempertahankan dunia bisnis itu sendiri.
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